ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Akreditasi Sekolah Mengemudi sebagai Dasar Penerbitan
Surat Kompetensi Mengemudi sesuai dengan Peraturan Kepolisian Pasal 9 Ayat (1)
Angka 3A (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tulungagung)" ditulis oleh Salma
Angelita Devi Sandra, NIM. 1860103222204, dengan pembimbing Fahmi Arif,
S.H., M.H.

Kata Kunci: Akreditasi Sekolah Mengemudi, Surat Kompetensi Mengemudi,

Peraturan Kepolisian, Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kegagalan pemohon SIM baru
di Satpas Tulungagung yang mencapai sekitar 50 persen setiap harinya, serta
diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 yang mewajibkan
pemohon SIM melampirkan surat kompetensi mengemudi dari sekolah mengemudi

terakreditasi.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pelaksanaan akreditasi sekolah
mengemudi sebagai dasar penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi sesuai Pasal 9
Ayat (1) Angka 3A di Polres Tulungagung; dan (2) mengidentifikasi kendala serta

upaya penerapannya, termasuk tinjauan dari perspektif siyasah syar'iyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris kualitatif. Data primer
diperoleh melalui wawancara dengan petugas Satpas, pengelola, dan instruktur
sekolah mengemudi. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan

dan literatur terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme akreditasi sekolah
mengemudi sebagai dasar penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi dilaksanakan
melalui pemenuhan standar legalitas, sarana dan prasarana, kurikulum pelatihan,
serta kompetensi instruktur yang dinilai dan diverifikasi oleh Korlantas Polri. Surat
Kompetensi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi terakreditasi menjadi
dokumen pendukung administratif dalam pengajuan SIM di Satpas, namun tidak

secara otomatis menjamin kelulusan ujian SIM karena Satpas tetap memiliki
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kewenangan penuh dalam menentukan kelulusan peserta. Pengawasan dari pihak
kepolisian dilakukan melalui pembinaan dan pemeriksaan administrasi untuk
mencegah penyimpangan dalam penerbitan surat kompetensi; (2) Ditinjau dari
perspektif siyasah syar'iyah, khususnya siyasah dusturiyah, kebijakan akreditasi
sekolah mengemudi merupakan bentuk kewenangan negara dalam mengatur urusan
publik demi menjaga kemaslahatan masyarakat (mashlahah 'ammah), melindungi
jiwa (hifzh al-nafs), dan mencegah mudarat di jalan raya. Pelimpahan kewenangan
dari Polri kepada sekolah mengemudi swasta yang terakreditasi dalam proses
verifikasi kompetensi merupakan bentuk mandat administratif yang selaras dengan

prinsip tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.
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ABSTRACT

This thesis entitled "Accreditation of Driving Schools as the Basis for Issuing
Driving Competency Certificates in Accordance with Police Regulation Article 9
Paragraph (1) Number 3A (A Case Study at the Tulungagung Resort Police)" was
written by Salma Angelita Devi Sandra, Student ID 1860103222204, under the
supervision of Fahmi Arif, S.H., M.H.

Keywords: Driving School Accreditation, Driving Competency Certificate, Police

Regulation, Siyasah Dusturiyah.

This research is motivated by the high failure rate of new driving licence (SIM)
applicants at Satpas Tulungagung, which reaches approximately 50 percent daily,
as well as the enactment of Police Regulation Number 2 of 2023 requiring SIM
applicants to submit a driving competency certificate issued by an accredited

driving school.

The objectives of this study are: (1) to analyse the implementation of driving school
accreditation as the basis for issuing Driving Competency Certificates in
accordance with Article 9 Paragraph (1) Number 3A at the Tulungagung Resort
Police; and (2) to identify the obstacles and efforts in its application, including a

review from the perspective of siyasah shar'iyyah.

This study employs a qualitative empirical juridical approach. Primary data were
collected through interviews with Satpas officers, driving school managers, and

instructors. Secondary data were drawn from relevant legislation and literature.

The findings of this study indicate that: (1) The driving school accreditation
mechanism as the basis for issuing Driving Competency Certificates is
implemented through the fulfilment of legal, infrastructural, curricular, and
instructional competency standards assessed and verified by Korlantas Polri. The
Driving Competency Certificate issued by an accredited driving school serves as an
administrative supporting document for SIM applications at Satpas; however, it

does not automatically guarantee passing the SIM examination, as Satpas retains

XX1V



full authority to determine the outcome. Police supervision is exercised through
administrative guidance and inspection to prevent irregularities in the issuance of
competency certificates; (2) From the perspective of siyasah shar'iyyah, particularly
siyasah dusturiyah, the driving school accreditation policy constitutes an exercise
of state authority in regulating public affairs to safeguard public welfare (mashlahah
'ammah), protect human life (hifzh al-nafs), and prevent harm on public roads. The
delegation of authority from the National Police to accredited private driving
schools in the competency verification process represents an administrative

mandate consistent with the principles of responsible and just governance.
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